SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik...
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan...
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

23. Peraturan...
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah  tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun
2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 60).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan...
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Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Bintan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
Bupati adalah Bupati Bintan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu.

10. Laporan...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID



https://jdih.bintankab.go.id/

10.

11.

12.

13.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan

LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2022 memuat laporan keuangan meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3...
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Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai

berikut:
a. Pendapatan Rp. 1.161.198.545.963,57
b. Belanja Rp. 1.134.530.797.791,40
Surplus/(defisit) Rp. 26.667.748.172,17
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 136.780.420.359,09
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 136.780.420.359,09

Selisih anggaran dan realisasi pada laporan realisasi

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp61.298.343.728,57 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.099.900.202.235,00
2. realisasi Rp. 1.161.198.545.963,57
selisih lebih/(kurang) (Rp. 61.298.343.728,57)

b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp102.152.937.962,60 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja
setelah perubahan Rp. 1.236.683.735.754,00
2. realisasi Rp. 1.134.530.797.791,40
selisih lebih /(kurang) Rp. 102.152.937.962,60

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah (Rp163.451.281.691,17) dengan rincian sebagai
berikut :

1. surplus/defisit
setelah perubahan (Rp. 136.783.533.519,00)
2. realisasi Rp. 26.667.748.172,17
selisih lebih/(kurang) (Rp. 163.451.281.691,17)

d. Selisih anggaran dengan  realisasi penerimaan

pembiayaan sejumlah Rp3.113.159,91 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Anggaran...
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1. Anggaran penerimaan

Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 136.783.533.519,00
2. Realisasi Rp. 136.780.420.359,09
Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.113.159,91

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran

pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai
berikut :
1. anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah

perubahan Rp. 0,00
realisasi Rp 0,00
selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rp3.113.159,91 dengan rincian sebagai
berikut :
1. anggaran pembiayaan

netto setelah perubahan Rp. 136.783.533.519,00

2. realisasi Rp. 136.780.420.359,09
selisih lebih/(kurang) Rp. 3.113.159,91
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun

anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

adalah sebagai berikut :

a.

b.

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 136.160.052.859,29
Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan (Rp.136.779.170.359,09)
Sub total (Rp. 619.117.499,80)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 163.448.168.531,26
Sub total Rp. 162.829.051.031,46

Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp. 619.117.499,80
Lain-lain Rp. 0,00
f. Saldo...
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f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 163.448.168.531,26

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 2.453.386.938.410,85

b. Jumlah Kewajiban Rp. 18.097.290.203,80

c. Jumlah Ekuitas Rp. 2.435.289.648.207,05
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d untuk tahun anggaran yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan - LO Rp. 1.154.894.896.157,61
Jumlah Beban - LO Rp. 1.118.670.317.105,13
c. Jumlah Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional (Rp. 5.767.254.460,00)
Jumlah Surplus/Defisit - LO  Rp. 30.457.324.592,48

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf e untuk tahun anggaran yang berakhir sampai
dengan 31 Desember tahun 2022 adalah sebagai berikut :
a. Saldo awal kas per 1 Januari

tahun 2022 Rp. 136.779.170.359,09
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 177.679.018.018,12
c. Arus kas dari aktivitas investasi(Rp. 151.010.019.845,95)

d. Arus kas dari aktivitas

pendanaan Rp. 0,00

e. Arus kas dari aktivitas
Transitoris Rp. 0,00

f. Saldo kas akhir per 31
Desember tahun 2022 Rp. 163.448.168.531,26
Pasal 8...
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Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun anggaran yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :
a. Jumlah Ekuitas Awal Rp. 2.413.815.188.327,72
b. Jumlah Surplus/Defisit - LO Rp. 30.457.324.592,48
c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/ Kesalahan

Mendasar Lain-lain (Rp. 8.982.864.713,15)
d. Jumlah Ekuitas Akhir Rp. 2.435.289.648.207,05

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I :  LRA terdiri atas :
Lampiran .1 : Ringkasan LRA menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran [.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis pendaptan,

belanja dan pembiayaan;

Lampiran .3 : Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, Kkegiatan, sub  kegiatan,

kelompok dan jenis pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran .4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan dan sub

kegiatan;

b. Lampiran II...
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Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII :

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII :
Lampiran XIV :

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII :
Lampiran XVIII:
Lampiran XIX :

Lampiran XX

Lampiran XX.1 :

Lampiran XX.2 :
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Laporan Perubahan Saldo

Lebih;

Anggaran

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan

Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan Dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar

Sub Kegiatan Yang Belum

Diselesaikan = Sampai Akhir Tahun

2022 Dan

Tahun

Anggaran
Kembali

Dianggarkan
Dalam Anggaran
Berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas;

Ikhtisar laporan

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

keuangan (neraca)

Daerah;
Ikhtisar laporan

Badan

keuangan

Usaha

(laporan
laba/rugi) Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11...
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Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 September 2023

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 September 2023

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 1,25/2023




